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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

: JULKIFLI, SE
: CAMAT

Nama

Jabatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

: Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.
: BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nama

Jabatan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam
Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam
dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat
Daerah yang saya pimpin;

2 Mewujudkan tingkat kepatuhan atas
Aparatur Negara (LHKAN);

Laporan Harta Kekayaan

3 Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai
ASN "BerAKHLAK";

+ Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan
dan akuntabel;

5  Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan

6  Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang
Milik Daerah;
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Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut
pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan
Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks
Pelayanan Publik;

Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

Melaksanakan wupaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;

Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat
Daerah;

Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan
gender;

Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan
pembangunan secara efektif dan efisien,;

Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya
manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan
stunting;

Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat
dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam
kehidupan masyarakat;

Melaksanakan wupaya peningkatan kualitas lingkungan hidup
Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target
perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan
Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten
Kutai Kartanegara;

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.



Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau
dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA_,/ CAMAT'_j

& ey
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si. / JULKIFLI, SE
“Pembina (IV/a)
NIP. 197502011998031004
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN | TARGET
1 | Meningkatnya kualitas dan | Persentase keluhan Persen 76
jangkauan pelayanan masyarakat terhadap
publik kecamatan pelayanan kecamatan
yang ditindaklanjuti
Persentase capaian | Persen 76
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Pertumbuhan Persen 69,7
Pendapatan Asli Desa
2 | Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan | Persen 100
kepatuhan atas Laporan Penyampaian LHKPN
Harta Kekayaan Aparatur 100% per tanggal 31
Negara Maret setiap tahun
Tingkat Kepatuhan | Persen 100
Penyampaian SPT
Tahunan 100% per 31
Maret setiap tahun
3 | Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan | Persen 100
Kepatuhan Penyampaian Penyampaian SKP
Sasaran Kinerja Pegawai 100% paling lambat
(SKP) akhir bulan Februari
setiap tahun
4 | Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Kepatuhan | Persen 100
Input SIRUP Input serta
pengumuman paket
pengadaan pada
aplikasi SIRUP  per
Akhir Februari setiap
tahun
5 | Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
Input e-Pantau waktu input e-Pantau

dan telah di verifikasi
100% per tanggal 10
setiap bulan
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6 | Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
Penyampaian Usulan Waktu Penyampaian
RKBMD Usulan Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daerah (RKBMD)
100% sesuai dengan
Barang Milik Daerah
(BMD) yang akan
diadakan
7 | Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
Penyampaian Usulan SHS | Waktu Penyampaian
(Standar Harga Satuan) Usulan Standar Harga
Satuan (SHS) Perangkat
Daerah Paling lambat
bulan  April  untuk
tahun anggaran
berikutnya
8 | Terlaksananya Ketepatan Tingkat Ketepatan | Persen 100
Waktu Penyampaian LKjIP | Waktu penyampaian
Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKjIP) Perangkat
Daerah paling lambat
akhir bulan Februari
setiap tahun
9 | Terlaksananya Ketepatan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
Waktu Penyampaian Waktu Penyampaian
Laporan Keuangan (LK) Laporan Keuangan
SKPD SKPD per tanggal 24
Januari setiap tahun
10 | Terlaksananya Ketepatan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
waktu Penyampaian waktu Penyampaian
Laporan Survei Kepuasan | Laporan Survei
Masyarakat (SKM) dan Kepuasan Masyarakat
Laporan Rencana Tindak (SKM) dan Laporan
Lanjut (RTL) Perangkat Rencana Tindak Lanjut
Daerah (RTL) Semester I paling
lambat akhir bulan
Juni dan Semester II
akhir bulan oktober
setiap tahun
11 | Meningkatnya Keterlibatan | Menilai = Pelaksanaan, | Persen 100
Masyarakat dalam pelaporan dan tindak
pelaksanaan Forum lanjut  hasil Forum
Konsultasi Publik Konsultasi Publik (FKP)
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5 12 | Menyelesaikan Tindak Tindak Lanjut Hasil | Persen 100 =
: Lanjut Laporan Hasil Temuan  Administrasi -
C Pemeriksaan Badan dan Kerugian BPK atas =
= Pemeriksa Keuangan (BPK) | audit LKPD 5 tahun 5
= terakhir: =
= 13 | Terlaksananya Ketepatan Ketepatan Persen 100 =
= Waktu Penyampaian Waktu Penyampaian 1
L_ Laporan SPIP Laporan Penilaian =
= Mandiri =
= Penyelenggaraan SPIP =
E Perangkat daerah per =
= 30 Juni Tahun berjalan =
; 14 | Penerapan Core Valeus Internalisasi Core | Persen 100 _
5 ASN Berakhlak Values ASN Berakhlak 5
= 15 | Penyusunan Perjanjian Ketepatan Waktu | Persen 100 =
c Kinerja sampai ke penyusunan dan =
= Pelaksana penyampaian perjanjian 5
= kinerja PD (maksimal 1 =
& bulan setelah APBD =
= ditetapkan) =
- 16 | Terlaksananya Serapan Serapan Anggaran | Persen 70 5
= Anggaran Berdasarkan Berdasarkan SPD yang =
= SPD yang diterbitkan terbit =
C |
= 17 | Ketersediaan Dokumen Ketersediaan dokumen | Persen 100 =
= Manajemen Risiko PD Manajemen Risiko pada =
5 perangkat daerah per =
= Triwulan 5
:_; 18 | Maturitas Sistem Nilai Maturitas SPIP| Persen 100 =
= Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah 5
: Pemerintah (SPIP) =
ff 19 | Melaksanakan Tata Kelola | Nilai Tata Kelola ARSIP | Persen 100 5
:Tj\ Arsip Perangkat Daerah Perangkat Daerah 2
E 20 | Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat | Persen 100 ._;:
= Akuntabilitas Kinerja Daerah =
E Perangkat Daerah ,_

llZ: 21 | Peningkatan Prestasi Prestasi Inovasi | Persen 100 5
5 Inovasi Perangkat Daerah =
= 22 | Tindak Lanjut Pengaduan | Tindak Lanjut | Persen 100 =
:"'7 SP4N Lapor Pengaduan SP4N Lapor 5
E =
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5 23 | Meningkatnya Pengamanan Aset | Persen 75 =
= Pengamanan Aset Tanah 5
5 24 | Meningkatnya Tata Kelola | Pakta Integritas | Persen 100 =
= Aset Pemakai Aset BMD 5
5 Tersedia sesuai dengan -
= jumlah pejabat 5
E’ struktural, fungsional, :‘::
E dan pelaksana pada =
E perangkat daerah =
,_I 25 | Terlaksananya Program Jumlah program Jumlah 1 =
pengentasan Kemiskinan pengentasan -
f_: pada Perangkat Daerah kemiskinan 5
= 26 | Menurunnya Prevalensi Prevalensi Stunting | Persen 14 ;
5 Stunting sesuai dengan target —::
= Nasional =
f 27 | Pengarusutamaan Gender | Ketersediaan Persen 100 =
1 pengganggaran =
'—' pengarusutamaan =]
= gender 5
= 28 | Pengendalian Inflasi Angka inflasi maksimal | Persen 100 =
= 1,5% - 3,5% =
- 29 | Kepatuhan Pelaporan Persentase Tingkat | Persen 40 =
P3DN Kepatuhan  Pelaporan -
= P3DN per tanggal 25 =
setiap bulan =
= 30 | Meningkatnya Kinerja Nilai LPPD Nilai 3,6 E
' Penyelenggaraan =
= Pemerintahan Daerah =
:; 31 | Meningkatkan Nilai SAKIP Pemerintah Nilai 73 :
5 Akuntabilitas Kinerja Daerah =
.é Instansi Pemerintah L
;— 32 | Meningkatkan manajemen | Indeks Reformasi Nilai 64 j

! birokrasi yang efektif, Birokrasi Pemerintah =)
= efisien, inovatif, akuntabel, | Daerah =
= bersih dan melayani _J
-;‘1 33 | Meningkatnya Inovasi Indeks Inovasi Daerah Nilai 49,57 =
= Daerah 5
= 34 | Meningkatnya Kualitas Indeks Pelayanan | Nilai 8,95 :
= Pelayanan Publik Publik Pemerintah e
f—:; Daerah =
:;_j 35 | Meningkatnya Kepatuhan | Nilai Kepatuhan | Predikat Zona 5
= Standar Pelayanan Publik | Standar Pelayanan Hijau =
:;_‘ Pemerintah Daerah =
— =
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36 | Terwujudnya Kawasan Kawasan Tanpa | Persen 100
Tanpa Rokok/vape Rokok/Vape adalah
area atau ruang yang
dinyatakan dilarang
untuk aktivitas merokok
atau mempromosikan
produk tembakau
37 | Meningkatnya Kepuasan IKM perangkat daerah | Persen 100
Masyarakat (Aplikasi Survey Kukar)
38 | Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Persen 100
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
39 | Meningkatnya Kinerja Capaian Indikator | Persen 100
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat
Daerah
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NO. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6.419.710.888 APBD
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN /KOTA
2 PROGRAM PENYELENGGARAAN 20.875.903.000 APBD
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
3 206.630.000 APBD

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

JUMLAH ANGGARAN 27.502.243.888

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA / CAMAT
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Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si. JULKIFLI, SE

(" Pembina (IV/a)
NIP. 197502011998031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : IWAN HERMAWAN, S.PT., M.Si

Jabatan: Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULKIFLI, SE

Jabatan: Camat Kota Bangun Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah
ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 -
2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026;

2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
berada di Pengguna Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan
dan akuntabel;

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN);

6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi public, tindak lanjut
pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survey kepuasan
masyarakat, mengukur indeks kepuasan masyarakat dan indeks
pelayanan public;

8. Melaksanakan secara Kkonsisten proses tata kelola keuangan daerah
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan

9. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan
gender;




10. Melaksanakan wupaya mitgasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;

11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di
perangkat daerahnya;

12. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan
pembangunan secara efektif dan efisien;

13. Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”

14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya
manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan
stunting;

16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan
secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan
masyarakat;

17. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten
Kutai Kartanegara;

18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

19. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target
Perjanjian Kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian
Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau diundurkan
dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana
yang telah ditetapkan ( Sebagaimana Terlampir ).

Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024
Pihak Kedua
Camat Kota Bangun Darat,

IWAN HERMAWAN, S.PT., M.Si
Pembina
- 197502011998031004 NIP. 197306162007011037
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN | TARGET
1 Meningkatnya kualitas dan Persentase keluhan Persen 76
jangkauan pelayanan masyarakat terhadap
publik kecamatan pelayanan kecamatan
yang ditindaklanjuti
Persentase capaian| Persen 76
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Pertumbuhan Persen 69,7
Pendapatan Asli Desa
2 Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan| Persen 100
kepatuhan atas Laporan | Penyampaian LHKPN
Harta Kekayaan Aparatur | 100% per tanggal 31
Negara Maret setiap tahun
Tingkat Kepatuhan| Persen 100
Penyampaian SPT
Tahunan 100% per 31
Maret setiap tahun
3 Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan | Persen 100
Kepatuhan Penyampaian | Penyampaian SKP
Sasaran Kinerja Pegawai | 100% paling lambat
(SKP) akhir bulan Februari
setiap tahun
<+ Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Kepatuhan| Persen 100
Input SIRUP Input serta
pengumuman paket
pengadaan pada
aplikasi  SIRUP  per
Akhir Februari setiap
tahun
5 Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Ketepatan| Persen 100

Input e-Pantau

waktu input e-Pantau

dan telah di verifikasi

100% per tanggal 10
setiap bulan




6 Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
Penyampaian Usulan Waktu Penyampaian
RKBMD Usulan Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daerah (RKBMD)
100% sesuai dengan
Barang Milik Daerah
(BMD) yang akan
diadakan
7 | Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
Penyampaian Usulan SHS | Waktu Penyampaian
(Standar Harga Satuan) Usulan Standar Harga
Satuan (SHS) Perangkat
Daerah Paling lambat
bulan April untuk
tahun anggaran
berikutnya
8 Terlaksananya Ketepatan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
Waktu Penyampaian LKjIP | Waktu penyampaian
Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKjIP) Perangkat
Daerah paling lambat
akhir bulan Februari
setiap tahun
9 Terlaksananya Ketepatan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
Waktu Penyampaian Waktu Penyampaian
Laporan Keuangan (LK) | Laporan Keuangan
SKPD SKPD per tanggal 24
Januari setiap tahun
10 Terlaksananya Ketepatan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
waktu Penyampaian waktu Penyampaian
Laporan Survei Kepuasan | Laporan Survei
Masyarakat (SKM) dan Kepuasan Masyarakat
Laporan Rencana Tindak | (SKM) dan Laporan
Lanjut (RTL) Perangkat | Rencana Tindak Lanjut
Daerah (RTL) Semester I paling
lambat akhir  bulan
Juni dan Semester II
akhir bulan oktober
setiap tahun
11 Meningkatnya Keterlibatan | Menilai Pelaksanaan, | Persen 100
Masyarakat dalam pelaporan dan tindak
pelaksanaan Forum lanjut  hasil  Forum

Konsultasi Publik

Konsultasi Publik (FKP)
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12 Menyelesaikan Tindak Tindak Lanjut Hasil | Persen 100
Lanjut Laporan Hasil Temuan  Administrasi
Pemeriksaan Badan dan Kerugian BPK atas
Pemeriksa Keuangan (BPK) | audit LKPD 5 tahun
terakhir:
13 Terlaksananya Ketepatan Ketepatan Persen 100
Waktu Penyampaian Waktu Penyampaian
Laporan SPIP Laporan Penilaian
Mandiri
Penyelenggaraan SPIP
Perangkat daerah per
30 Juni Tahun berjalan
14 Penerapan Core Valeus Internalisasi Core | Persen 100
ASN Berakhlak Values ASN Berakhlak
15 Penyusunan Perjanjian Ketepatan Waktu | Persen 100
Kinerja sampai ke penyusunan dan
Pelaksana penyampaian perjanjian
kinerja PD (maksimal 1
bulan setelah APBD
ditetapkan)
16 | Terlaksananya Serapan Serapan Anggaran | Persen 70
Anggaran Berdasarkan Berdasarkan SPD yang
SPD yang diterbitkan terbit
17 Ketersediaan Dokumen | Ketersediaan dokumen | Persen 100
Manajemen Risiko PD Manajemen Risiko pada
perangkat daerah per
Triwulan
18 Maturitas Sistem Nilai Maturitas SPIP | Persen 100
Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah
Pemerintah (SPIP)
19 Melaksanakan Tata Kelola | Nilai Tata Kelola ARSIP| Persen 100
Arsip Perangkat Daerah Perangkat Daerah
20 Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat | Persen 100
Akuntabilitas Kinerja Daerah
Perangkat Daerah
21 Peningkatan Prestasi Prestasi Inovasi | Persen 100
Inovasi Perangkat Daerah
22 Tindak Lanjut Pengaduan | Tindak Lanjut | Persen 100
SP4N Lapor Pengaduan SP4N Lapor
-_ —-
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23 Meningkatnya Pengamanan Aset | Persen 75
Pengamanan Aset Tanah
24 Meningkatnya Tata Kelola | Pakta Integritas | Persen 100
Aset Pemakai Aset BMD
Tersedia sesuai dengan
jumlah pejabat
struktural, fungsional,
dan pelaksana pada
perangkat daerah
25 Terlaksananya Program Jumlah program Jumlah 1
pengentasan Kemiskinan pengentasan
pada Perangkat Daerah kemiskinan
26 Menurunnya Prevalensi Prevalensi Stunting| Persen 14
Stunting sesuai dengan target
Nasional
27 Pengarusutamaan Gender Ketersediaan Persen 100
pengganggaran
pengarusutamaan
gender
28 Pengendalian Inflasi Angka inflasi maksimal | Persen 100
1,5% - 3,5%
29 Kepatuhan Pelaporan Persentase Tingkat | Persen 40
P3DN Kepatuhan Pelaporan
P3DN per tanggal 25
setiap bulan
30 | Meningkatnya Kinerja Nilai LPPD Nilai 3,6
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
31 Meningkatkan Nilai SAKIP Pemerintah| Nilai 73
Akuntabilitas Kinerja Daerah
Instansi Pemerintah
32 Meningkatkan manajemen | Indeks Reformasi Nilai 64
birokrasi yang efektif, Birokrasi Pemerintah
efisien, inovatif, akuntabel, | Daerah
bersih dan melayani
33 Meningkatnya Inovasi Indeks Inovasi Daerah Nilai 4957
Daerah
34 Meningkatnya Kualitas Indeks Pelayanan| Nilai 8,95
Pelayanan Publik Publik Pemerintah
Daerah
35 Meningkatnya Kepatuhan | Nilai Kepatuhan| Predikat Zona
Standar Pelayanan Publik | Standar Pelayanan Hijau

Pemerintah Daerah
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36 Terwujudnya Kawasan Kawasan Tanpa | Persen 100
Tanpa Rokok/vape Rokok/Vape adalah
area atau ruang yang
dinyatakan dilarang
untuk aktivitas
merokok atau
mempromosikan
produk tembakau
37 Meningkatnya Kepuasan | IKM perangkat daerah | Persen 100
Masyarakat (Aplikasi Survey Kukar)
38 Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Persen 100
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
39 Meningkatnya Kinerja Capaian Indikator| Persen 100
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat
Daerah




PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
NO PROGRAM / KEGIATAN (APBD/APBN)
Program Penunjang Urusan
1 | Pemerintahan Daerah Rp. 6.419.710.888 APBD
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Rp. 180.000.000 APBD
Daerah
Administrasi Keuangan
Peranplkat Daerah Rp. 4.060.071.560 APBD
Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah Kp. 99.160.000 APED
Administrasi Kepegawaian
Peranglkat Dasrah Rp. 58.690.000 APBD
Administrasi Umum Perangkat Rp. 1.020.850.000 APBD
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang
Usisan Pemetintabian Dacrsh Rp. 730.939.328 APBD
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Rp. 320.000.000 APBD
Pemerintahan Daerah
JUMLAH Rp. 6.419.710.888
Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024
Pihak Kedua Pihak Pertama

Camat Kota Bangun Darat,

IP. 197502011998031004

Sekretaris Kecamatan,

p—

IWAN HERMAWAN, S.PT., M.Si
Pembina
NIP. 197306162007011037
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : SOFIANSYAH, SE

Jabatan: Kassubag Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : [IWAN HERMAWAN, S.PT., M.Si

Jabatan: Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji :

Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah
ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 -
2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026;

Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi
kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing,
transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN);

Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;

Terealisasinya Output kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di
perangkat daerahnya;

Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”
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11. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
12. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

13. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024

Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretarig Kecamatan, Kassubag Penyusunan Program dan
' Keuangan Kecamatan,
i !
o T
IWAN HERMAWAN, S.PT., M.Si SO , SE
Pembina Perdta
NIP. 197306162007011037 NIP. 197612282007011014
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN | TARGET
1 Meningkatnya kualitas dan Persentase keluhan Persen 76
jangkauan pelayanan masyarakat terhadap
publik kecamatan pelayanan kecamatan
yang ditindaklanjuti
Pertumbuhan Persen 69,7
Pendapatan Asli Desa
2 Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan| Persen 100
kepatuhan atas Laporan | Penyampaian LHKPN
Harta Kekayaan Aparatur | 100% per tanggal 31
Negara Maret setiap tahun
Tingkat Kepatuhan| Persen 100
Penyampaian SPT
Tahunan 100% per 31
Maret setiap tahun
3 Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Ketepatan| Persen 100
Input e-Pantau waktu input e-Pantau
dan telah di verifikasi
100% per tanggal 10
setiap bulan
4 Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
Penyampaian Usulan Waktu Penyampaian
RKBMD Usulan Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daerah (RKBMD)
100% sesuai dengan
Barang Milik Daerah
(BMD) yang akan
diadakan
5 | Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
Penyampaian Usulan SHS | Waktu Penyampaian
(Standar Harga Satuan) Usulan Standar Harga
Satuan (SHS) Perangkat
Daerah Paling lambat
bulan April untuk
tahun anggaran
berikutnya
6 Terlaksananya Ketepatan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
Waktu Penyampaian LKjIP | Waktu penyampaian
Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKjIP) Perangkat

Daerah paling lambat
akhir bulan Februari




S

setiap tahun
7 Terlaksananya Ketepatan | Tingkat Ketepatan | Persen 100
Waktu Penyampaian Waktu Penyampaian
Laporan Keuangan (LK) | Laporan Keuangan
SKPD SKPD per tanggal 24
Januari setiap tahun
8 Menyelesaikan Tindak Tindak Lanjut Hasil | Persen 100
Lanjut Laporan Hasil Temuan  Administrasi
Pemeriksaan Badan dan Kerugian BPK atas
Pemeriksa Keuangan (BPK) | audit LKPD 5 tahun
terakhir:
9 Terlaksananya Ketepatan Ketepatan Persen 100
Waktu Penyampaian Waktu Penyampaian
Laporan SPIP Laporan Penilaian
Mandiri
Penyelenggaraan SPIP
Perangkat daerah per
30 Juni Tahun berjalan
10 Penerapan Core Valeus Internalisasi Core | Persen 100
ASN Berakhlak Values ASN Berakhlak
11 Penyusunan Perjanjian Ketepatan Waktu | Persen 100
Kinerja sampai ke penyusunan dan
Pelaksana penyampaian perjanjian
kinerja PD (maksimal 1
bulan setelah APBD
ditetapkan)
12 | Terlaksananya Serapan Serapan Anggaran | Persen 70
Anggaran Berdasarkan Berdasarkan SPD yang
SPD yang diterbitkan terbit
13 Ketersediaan Dokumen | Ketersediaan dokumen | Persen 100
Manajemen Risiko PD Manajemen Risiko pada
perangkat daerah per
Triwulan
14 Maturitas Sistem Nilai Maturitas SPIP | Persen 100
Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah
Pemerintah (SPIP)
15 Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat | Persen 100
Akuntabilitas Kinerja Daerah
Perangkat Daerah
16 Meningkatnya Pengamanan Aset | Persen 75
Pengamanan Aset Tanah
17 Meningkatnya Tata Kelola | Pakta Integritas | Persen 100
Aset Pemakai Aset BMD
Tersedia sesuai dengan
jumlah pejabat
struktural, fungsional,
dan pelaksana pada
perangkat daerah




18 Meningkatkan Nilai SAKIP Pemerintah Nilai 73
Akuntabilitas Kinerja Daerah
Instansi Pemerintah
19 Terwujudnya Kawasan Kawasan Tanpa | Persen 100
Tanpa Rokok/vape Rokok/Vape adalah
area atau ruang yang
dinyatakan dilarang
untuk aktivitas
merokok atau
mempromosikan
produk tembakau
20 Meningkatnya Kinerja Capaian Indikator| Persen 100
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat

Daerah
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PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
NO PROGRAM / KEGIATAN (APBD/APBN)

Program Penunjang Urusan
1 | Pemerintahan Daerah Rp. 200.720.000

Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Rp. 60.000.000

Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perasigkat Dagrch Rp. 60.000.000 APBD

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah Rp. 140.720.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Rp. 140.720.000 APBD

Semesteran SKPD

JUMLAH Rp. 200.720.000
Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024
Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris Kecamatan, Kassubag Penyusunan Program dan
Keuangan Kecamatan,
IWAN HERMAWAN, S.PT., M.Si
Pembina
NIP. 197306162007011037 NIP. 197612282007011014
S ——— — E-J
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : BAHRUDIN, S.Sos

Jabatan: Plt Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IWAN HERMAWAN, S.PT., M.Si

Jabatan: Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1.

10.

Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah
ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 -
2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026;

Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
berada di Pengguna Barang Milik Daerah;

Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi
kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing,
transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel,

Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN]);

Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
Terealisasinya Output kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program Kkegiatan di
perangkat daerahnya;

Melaksankan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah sesuai dengan data terkini;
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11. Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”

12. Melaksanakan pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per
tahun;

13. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

14. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target
Perjanjian Kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian
Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau diundurkan

dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana

yang telah ditetapkan ( Sebagaimana Terlampir ).
Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024
Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris Kecamatan, PIt Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian,
IWAN HERMAWAN, S.PT., M.Si BAHRUPIN, S.Sos
Pembina Penata Muda
NIP. 197306162007011037 NIP. 197010082008011019
.1 - —is — M




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN | TARGET
1 Meningkatnya kualitas dan Persentase keluhan Persen 76
jangkauan pelayanan masyarakat terhadap
publik kecamatan pelayanan kecamatan
yang ditindaklanjuti
2 Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan| Persen 100
kepatuhan atas Laporan | Penyampaian LHKPN
Harta Kekayaan Aparatur | 100% per tanggal 31
Negara Maret setiap tahun
Tingkat Kepatuhan| Persen 100
Penyampaian SPT
Tahunan 100% per 31
Maret setiap tahun
3 Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan| Persen 100
Kepatuhan Penyampaian | Penyampaian SKP
Sasaran Kinerja Pegawai | 100% paling lambat
(SKP) akhir bulan Februari
setiap tahun
4 Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Ketepatan| Persen 100
Input e-Pantau waktu input e-Pantau
dan telah di verifikasi
100% per tanggal 10
setiap bulan
5 Terlaksananya Ketepatan Ketepatan Persen 100
Waktu Penyampaian Waktu Penyampaian
Laporan SPIP Laporan Penilaian
Mandiri
Penyelenggaraan SPIP
Perangkat daerah per
30 Juni Tahun berjalan
6 Penerapan Core Valeus Internalisasi Core | Persen 100
ASN Berakhlak Values ASN Berakhlak
7 Penyusunan Perjanjian Ketepatan Waktu | Persen 100
Kinerja sampai ke penyusunan dan
Pelaksana penyampaian perjanjian
kinerja PD (maksimal 1
bulan setelah APBD
ditetapkan)
8 | Terlaksananya Serapan Serapan Anggaran | Persen 70
Anggaran Berdasarkan Berdasarkan SPD yang
SPD yang diterbitkan terbit
9 Ketersediaan Dokumen | Ketersediaan dokumen | Persen 100

Manajemen Risiko PD

Manajemen Risiko pada




perangkat daerah per

Triwulan
10 Maturitas Sistem Nilai Maturitas SPIP | Persen 100
Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah
Pemerintah (SPIP)
11 Melaksanakan Tata Kelola | Nilai Tata Kelola ARSIP| Persen 100
Arsip Perangkat Daerah Perangkat Daerah
12 Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat| Persen 100
Akuntabilitas Kinerja Daerah
Perangkat Daerah
13 Meningkatnya Pengamanan Aset | Persen 75
Pengamanan Aset Tanah
14 Meningkatnya Tata Kelola | Pakta Integritas | Persen 100
Aset Pemakai Aset BMD
Tersedia sesuai dengan
jumlah pejabat
struktural, fungsional,
dan pelaksana pada
perangkat daerah
15 | Meningkatnya Kinerja Nilai LPPD Nilai 3,6
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
16 Meningkatkan Nilai SAKIP Pemerintah Nilai 73
Akuntabilitas Kinerja Daerah
Instansi Pemerintah
17 Terwujudnya Kawasan Kawasan Tanpa | Persen 100
Tanpa Rokok/vape Rokok/Vape adalah
area atau ruang yang
dinyatakan dilarang
untuk aktivitas
merokok atau
mempromosikan
produk tembakau
18 Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Persen 100
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
19 Meningkatnya Kinerja Capaian Indikator| Persen 100
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat
Daerah




PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO PROGRAM / KEGIATAN ANCOARAN Rp) ‘(‘EAP':DR”I AP“;‘;T

Program Penunjang Urusan

1 | Pemerintahan Daerah Rp. 6.331.020.888 APBD
Kabupaten/Kota
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
DaerPerencanaan, Penganggaran, Rp. 180.000.000 APBD
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerahah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daeralt Rp. 60.000.000 APBD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD Rp. 20.000.000 APBD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Rp. 20.000.000 APBD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp. 20.000.000 APBD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA- SKPD Rp. 20.000.000 APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Rp. 20.000.000 APBD
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 20.000.000 APBD
e Pessugiat Rp. 4.060.071.560 APBD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.911.351.560 APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 8.000.000 APBL
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Rp. 140.720.000 APBD
Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah Rp. 49.160.000 APBD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD Rp.49.160.000 APBD
Administrasi Umum Perangkat
Daerah Rp. 990.850.000 APBD
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp. 10.000.000 APBD
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kanitor Rp. 247.000.000 APBD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 50.000.000 APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 75.000.000 APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Rp. 8.850.000 APBD
Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 40.000.000 APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultas: SKPD Rp. 510.000.000 APBD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada
SKPD Rp. 50.000.000 APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan APB
Pemerintahan Daerah Rp. TA0.93%328 -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 5.000.000 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Rp. 500.000.000 APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Rp. 225.939.328 APBD

Kantor

Pemeliharaan Baw Milik Daerah

Rp. 320.000.000




_ —
————
Penunjang Urusan Pemerintahan
% Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau

Rp. 300.000.000

Lapangan
ier:nelzharaan Peralatan dan Mesin Rp. 20.000.000
ainnya
JUMLAH Rp. 6.331.020.888
|
Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024
Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris,;Kecamatan, Plt Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan
AA dan Kepegawaian,
l —
"\ -
IWAN HERMAWAN, S.PT., M.Si RUDIN, S.Sos
Pembina Pcnat!a Muda
NIP. 197306162007011037 NIP. 197010082008011019




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di
bawah ini :

10.

11.

12,

13.

Nama : HADRAN, SE

Jabatan: Kasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULKIFLI, SE

Jabatan: Camat Kota Bangun Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Akan mewujudkan target perjanjian kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Strategis ( RENSTRA ) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021 — 2026;

Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN];

Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

Pemenuhan Ketersediaan Data dan Infromasi Pembangunan
berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;

Terealisasinya Output kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan,

Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”

Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;

Menurunnya Angka Kematian Ibu;

Mewujudkan Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan ( SBS );
Meningkatnya Posyandu Aktif;

Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

—
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14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi F
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau diundurkan
dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana
yang telah ditetapkan ( Sebagaimana Terlampir ).

Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024 j
Pihak Kedua Pihak Pert
Camat Kota Bangun Darat, i

HADRAN, SE
Penata Tk. I
. 197502011998031004 NIP. 196706261992031008
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN | TARGET
1 Meningkatnya kualitas dan Persentase keluhan Persen 76
jangkauan pelayanan masyarakat terhadap
publik kecamatan pelayanan kecamatan
yang ditindaklanjuti
Pertumbuhan Persen 69,7
Pendapatan Asli Desa
2 Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan| Persen 100
kepatuhan atas Laporan | Penyampaian LHKPN
Harta Kekayaan Aparatur | 100% per tanggal 31
Negara Maret setiap tahun
Tingkat Kepatuhan| Persen 100
Penyampaian SPT
Tahunan 100% per 31
Maret setiap tahun
3 Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan| Persen 100
Kepatuhan Penyampaian | Penyampaian SKP
Sasaran Kinerja Pegawai | 100% paling lambat
(SKP) akhir bulan Februari
setiap tahun
5 Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Ketepatan| Persen 100
Input e-Pantau waktu input e-Pantau
dan telah di verifikasi
100% per tanggal 10
setiap bulan
6 Meningkatnya Keterlibatan | Menilai Pelaksanaan, | Persen 100
Masyarakat dalam pelaporan dan tindak
pelaksanaan Forum lanjut  hasil  Forum
Konsultasi Publik Konsultasi Publik (FKP)
7 Penerapan Core Valeus Internalisasi Core | Persen 100
ASN Berakhlak Values ASN Berakhlak
8 Meningkatnya Pengamanan Aset | Persen 75
Pengamanan Aset Tanah
9 Meningkatkan manajemen | Indeks Reformasi Nilai 64
birokrasi yang efektif, Birokrasi Pemerintah
efisien, inovatif, akuntabel, | Daerah
bersih dan melayani
10 Meningkatnya Inovasi Indeks Inovasi Daerah Nilai 49,57
Daerah
11 Meningkatnya Kualitas Indeks Pelayanan| Nilai 8,95
Pelayanan Publik Publik Pemerintah
Daerah




12 Meningkatnya Kepatuhan | Nilai Kepatuhan | Predikat Zona
Standar Pelayanan Publik | Standar Pelayanan Hijau
Pemerintah Daerah
13 Terwujudnya Kawasan Kawasan Tanpa | Persen 100
Tanpa Rokok/vape Rokok/Vape adalah
area atau ruang yang
dinyatakan dilarang
untuk aktivitas
merokok atau

mempromosikan
produk tembakau




P

PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
NO PROGRAM / KEGIATAN (APBD/APBN)
Program Penunjang Urusan
1 |Pemerintahan Daerah Rp. 30.000.000 APBD
Kabupaten/Kota

Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik Rp. 30.000.000 APBD
pada SKPD
JUMLAH Rp. 30.000.000

Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024
Pihak Kedua

Camat Kota Banguyy Darat,

Pembina

Penata Tk. I
. 197502011998031004 NIP. 196706261992031008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di
bawah ini :

10.

11.

Nama : SURYA DARMA, SE

Jabatan: Kasi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULKIFLI, SE

Jabatan: Camat Kota Bangun Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah
ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 -
2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026;

Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

Mewujudkan tingkat Kkepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN);

Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

Pemenuhan Ketersediaan Data dan Infromasi Pembangunan
berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;

Membuat inovasi dan / atau diutamakan dalam bidang penanggulangan
kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah,;

Terealisasinya Output kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di
perangkat daerahnya;

Melaksankan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah sesuai dengan data terkini;

Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”

‘0




12. Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan;

13. Terlaksananya koordinasi Konvergensi Penurunan Stunting di
Kecamatan;

14. Menurunnya Angka Kematian [bu;

15. Mewujudkan Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan ( SBS );
16. Meningkatnya Posyandu Aktif;

17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua :

1.  Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau diundurkan
dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana
yang telah ditetapkan ( Sebagaimana Terlampir ).

Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024
Pihak Kedua
Camat Kota Banguy Darat,

Pembina
IP. 197502011998031004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2 024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET
1 Meningkatnya kualitas Persentase keluhan Persen 75
dan jangkauan pelayanan masyarakat terhadap
publik kecamatan pelayanan kecamatan
yang ditindaklanjuti
2 Menyelesaikan Tindak  Temuan Administrasi Persen 100
Lanjut Laporan Hasil BPK/Inspektorat
Pemeriksaan Badan Yang di Tindak
Pemeriksa Keuangan Lanjuti
(BPK)/ Inspektorat
Daerah
3 Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan Persen 100
kepatuhan atas Laporan @ serta Kelengkapan
Harta Kekayaan LHKPN Pertanggal 31
Penyelenggara Negara Maret 2023
(LHKPN] dan Laporan Tingkat Kepatuhan Persen 100
Ha‘rt:a\ Kekayaan Aparatur LHKASN Pertanggal 31
Sipil Negara (LHKASN) Maret 2023
4 Mewujudkan tingkat  Tingkat Kepatuhan Persen 100
Kepatuhan Penyampaian Penyampaian SKP
Sasaran Kinerja Pegawai 100% paling lambat
(SKP) Akhir bulan Februari
~ setiap tahun
5 Terlaksananya Tingkat Ketepatan Persen 100
Kepatuhan waktu input e-
Input e-Pantau - Pantaudan telah di
verifikasi 100%
pertanggal 10 setiap
bulan _
6 Meningkatnya Menilai Pelaksanaan, Persen 100
Keterlibatan Masyarakat pelaporan dan
dalam pelaksanaan tindak lanjut  hasil
Forum Forum
Konsultasi Publik  Konsultasi Publik
| _ (FKP)
7  Penerapan Core Valeus  Internalisasi Core Persen 100
ASN Berakhlak Values ASN
Berakhlak
8 Terlaksananya Serapan  Anggaran Persen 70
Serapan Anggaran Berdasarkan SPD
Berdasarkan  SPD yang terbit
yang diterbitkan
_ ——




9  Terlaksananya Progrz;fn —Iumle;l; program ; ]umléh 1
pengentasan Kemiskinan pengentasan
pada Perangkat Daerah kemiskinan

10  Menurunnya Prevalensi Prevalensi Stunting Persen 14
Stunting ' sesuai dengan
' target Nasional
11 Pengarusutamaan Ketersediaan Persen 100
Gender ' pengganggaran
' pengarusutamaan
| . ~ gender | _
12  Meningkatnya Kualitas Indeks Pelayanan Nilai 8,95
| Pelayanan Publik ~ Publik Pemerintah
| | Daerah [
13 Terwujudnya Kawasan = Kawasan Tanpa Persen 100

Tanpa Rokok/vape Rokok/Vape adalah
area atau ruang yang
dinyatakan dilarang
Untuk aktivitas

- merokok atau

- mempromosikan




PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO PROGRAM / KEGIATAN

KETERANGAN
(APBD/APBN)

ANGGARAN (Rp)

Program Penyelenggaraan
1 | Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Rp. 368.500.000 APBD

Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Rp. 368.500.000 APBD

Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum

Rp. 181.630.000 APBD

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan

Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional

Rp. 181.630.000 APBD

JUMLAH

Rp. 550.130.000

Pihak Kedua

Camat Kota Bgngin Darat,

P.197502011998031004

Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di

bawah ini :

Nama : DARJO SISWANTO, SE

Jabatan: Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULKIFLI, SE

Jabatan: Camat Kota Bangun Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah
ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 -
2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 — 2026;

Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN);

Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

Pemenuhan Ketersediaan Data dan Infromasi Pembangunan
berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah,;

Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di
perangkat daerahnya;

Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.




Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau diundurkan
dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana
yang telah ditetapkan ( Sebagaimana Terlampir ).

Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024 |
Pihak Kedua Pihak Pertama
Camat Kota Banguy Darat, Kasi Ketentr: , Ketertiban Umum,
DARJO SISWANTO, SE r
Penata Tk.I
NP, 197502011998031004 NIP. 197708151999031005
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET
1 Meningkatnya kualitas Persentase keluhan Persen 75
dan jangkauan pelayanan = masyarakat terhadap
publik kecamatan pelayanan kecamatan
yang ditindaklanjuti
Persentase capaian Persen 75
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
2 | Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan Persen 100
kepatuhan atas Laporan Penyampaian LHKPN
' Harta Kekayaan Aparatur 100% per tanggal
Negara Maret setiap tahun
Tingkat Kepatuhan Persen 100
Penyampaian SPT
Tahunan 100% per
31 Maret setiap tahun
3  Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan Persen 100
Kepatuhan Penyampaian | Penyampaian SKP
Sasaran Kinerja Pegawai 100%  paling lambat
| (SKP) akhir  bulan Februari
setiap tahun
4  Terlaksananya Kepatuhan Tingkat Ketepatan Persen 100
Input e-Pantau Waktu input e-Pantau
dan telah di verifikasi
100% per tanggal
_ _ ~ setiap bulan |
5  Meningkatnya Keterlibatan Menilai Pelaksanaan, Persen 100
Masyarakat dalam pelaporan dan tindak
pelaksanaan Forum lanjut hasil Forum
Konsultasi Publik Konsultasi Publik
| _ (FKP)
6  Penerapan Core Valeus  Internalisasi Core Persen 100
ASN Berakhlak ' Values ASN Berakhlak
7 | Terwujudnya Kawasan Kawasan Tanpa  Persen 100
Tanpa Rokok/vape Rokok/Vape adalah
area atau ruang yang
dinyatakan dilarang
Untuk aktivitas
| merokok atau
| mempromosikan
. | produk tembakau B
e - - J‘




PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
NO PROGRAM / KEGIATAN (APED/APBN)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 | PEMERINTAHAN DAERAH Rp. 58.690.000 APBD
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 58.080.000 APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Ry 26,000:000 AFTED
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan Rp. 25.000.000 APBD
JUMLAH Rp. 83.690.000
Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024
Pihak Kedua Pihak Pertama
Camat Kota Bangun Darat, Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum,

\"'-..
=N

E——

DARJO SISWANTO, SE
Penata Tk.I
NIP. 197708151999031005

IP. 197502011998031004

4e




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di
bawah ini :

10.

11.

12.

13.

Nama : AKHMAD HUSAINI, S.Sos

Jabatan: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULKIFLI, SE

Jabatan: Camat Kota Bangun Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Akan mewujudkan target perjanjian kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Strategis ( RENSTRA ) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021 — 2026;

Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN]);

Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

Pemenuhan  Ketersediaan Data dan Infromasi Pembangunan
berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;

Terealisasinya Output kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”

Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;

Menurunnya Angka Kematian Ibu;

Mewujudkan Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan ( SBS );
Meningkatnya Posyandu Aktif;

Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;




— i e

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau diundurkan
dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana
yang telah ditetapkan ( Sebagaimana Terlampir ).

Kota Bangun Darat, }2 Februari 2024
Pihak Kedua Pihak Pe
Camat Kota Bangyn Darat, Kasi Pemberdaya syarakat Desa,

embina
. 197502011998031004 NIP. 19820117200M 121003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN | TARGET
1 Meningkatnya kualitas dan Persentase keluhan Persen 76
jangkauan pelayanan masyarakat terhadap
publik kecamatan pelayanan kecamatan
yang ditindaklanjuti
Persentase capaian| Persen 76
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Pertumbuhan Persen 69,7
Pendapatan Asli Desa
2 Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan | Persen 100
kepatuhan atas Laporan | Penyampaian LHKPN
Harta Kekayaan Aparatur | 100% per tanggal 31
Negara Maret setiap tahun
Tingkat Kepatuhan| Persen 100
Penyampaian SPT
Tahunan 100% per 31
Maret setiap tahun
3 Mewujudkan tingkat Tingkat Kepatuhan| Persen 100
Kepatuhan Penyampaian | Penyampaian SKP
Sasaran Kinerja Pegawai 100%  paling lambat
(SKP) akhir bulan Februari
setiap tahun
4 Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Kepatuhan| Persen 100
Input SIRUP Input serta
pengumuman paket
pengadaan pada
aplikasi  SIRUP  per
Akhir Februari setiap
tahun
5 Terlaksananya Kepatuhan | Tingkat Ketepatan| Persen 100

Input e-Pantau

waktu input e-Pantau

dan telah di verifikasi

100% per tanggal 10
setiap bulan




E e — ﬂ
6 Meningkatnya Menilai Pelaksanaan, Persen | 100

Keterlibatan Masyarakat pelaporan dan
dalam pelaksanaan tindak lanjut  hasil
Forum - Forum '
Konsultasi Publik ~ Konsultasi Publik
| ~ (FKP) | |
7 | Penerapan Core Valeus Internalisasi Core Persen 100
ASN Berakhlak Values ASN
Berakhlak
8 Terlaksananya ' Serapan  Anggaran Persen 70
Serapan Anggaran Berdasarkan SPD
Berdasarkan SPD yang terbit
yang diterbitkan
9 Peningkatan Prestasi  Prestasi Inovasi Persen 100
Inovasi | Perangkat Daerah
10 Meningkatkan Indeks Reformasi Nilai 64

manajemen birokrasi  Birokrasi Pemerintah
yang efektif, efisien,  Daerah
inovatif, akuntabel,

bersih dan melayani

11 Meningkatnya Kualitas Indeks Pelayanan Nilai 8,95
Pelayanan Publik Publik Pemerintah
_ Daerah 7
12 = Terwujudnya Kawasan | Kawasan Tanpa Persen 100

Tanpa Rokok/vape Rokok/Vape adalah
area atau ruang yang
dinyatakan dilarang
Untuk aktivitas
' merokok atau
mempromosikan
‘ , ' produk tembakau _
13 Meningkatnya Kinerja = Capaian Indikator Persen 100
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat
 Daerah




PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
NO PROGRAM / KEGIATAN (APBD/APBN)
Pelaksanaan Urusan
1 | Pemerintahan yang Dilimpahkan Rp. 19.500.000.000 APBD
kepada Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan Rp. 19.500.000.000 APBD
Lain yang Dilimpahkan
JUMLAH Rp. 19.500.000.000
Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024
Pihak Kedua Pihald Pertama

P. 197502011998031004

Kasi Pemberdayaafh Masyarakat Desa,

AKHMAD AINI, S.Sos

Penata
NIP. 198201172001121003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di

bawah ini :

10.

Nama : JUNAIDI, S.Pd., MM

Jabatan: Kasi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULKIFLI, SE

Jabatan: Camat Kota Bangun Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah
ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 -
2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026;

Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN);

Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

Pemenuhan Ketersediaan Data dan Infromasi Pembangunan
berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;

Terealisasinya Output kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program Kkegiatan di
perangkat daerahnya;

Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”

Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;




11. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau diundurkan
dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana
yang telah ditetapkan ( Sebagaimana Terlampir ).

Kota Bangun Darat, 12 Februari 2024
Pihak Kedua Pihak Rertama
Camat Kota Banguy Darat, Kasi Pelayafjan Umu

Pembina Penata
NIP. 197502011998031004 NIP. 197105072007011039




NO.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SASARAN

Meningkatnya kualitas

dan jangkauan
pelayanan publik
kecamatan

Menyelesaikan Tindak
Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan
(BPK)/ Inspektorat
Daerah

Mewujudkan tingkat
kepatuhan atas Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
(LHKPN) dan Laporan
Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN)

INDIKATOR

Persentase keluhan
masyarakat terhadap
pelayanan kecamatan
yang ditindaklanjuti

Pertumbuhan

Pendapatan Asli Desa

Temuan Administrasi

BPK/Inspektorat
Yang di Tindak
Lanjuti

7 'i‘ingkat Kepatuhan

serta  Kelengkapan
LHKPN Pertanggal 31
Maret 2023

Tingkat Kepatuhan
LHKASN Pertanggal 31
Maret 2023

'T'ingkat Kepatuhan

Kepatuhan PenyampaianPenyampaian SKP

Mewujudkan tingkat
Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP)

Terlaksananya
Kepatuhan

Input e-Pantau
Terlaksananya
Ketepatan waktu
Penyampaian Laporan
Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) dan
Laporan Rencana
Tindak Lanjut (RTL)
Perangkat Daerah

100% paling lambat
akhir bulan Februari
setiap tahun

Tingkat Ketepatan
waktu input e
Pantau dan telah di
verifikasi 100% per

tanggal 10
setiap bulan

Tingkat  Ketepatan '

waktu Penyampaian

Laporan Survei
Kepuasan

Masyarakat (SKM)
dan Laporan
Rencana Tindak
Lanjut (RTL)

Semester [ paling
lambat akhir bulan
Juni dan Semester 11
akhir bulan

SATUAN

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

TARGET

76

69,7

100

100

100

100

100

100

e




it _— | fi

oktober
setiap tahun

7  Penerapan Core Valeus | Internaliéasi Core | Persen 100
ASN Berakhlak Values ASN
‘ : Berakhlak 7
8  Peningkatan Prestasi Prestasi Inovasi Persen 100
Inovasi Perangkat Daerah
9 Tindak Lanjut Tindak Lanjut Persen 100
Pengaduan SP4N Lapor Pengaduan SP4N
| _Lapor
10 Meningkatkan Indeks Reformasi Nilai 64

manajemen birokrasi Birokrasi Pemerintah
yang efektif, efisien, Daerah
inovatif, akuntabel,

bersih dan melayani

11 Meningkatnya Inovasi -Indeks [novasiv Nilai 49,57
Daerah Daerah

12 Meningkatnya Nilai Kepatuhan | Predikat | Zona
Kepatuhan Standar Standar Pelayanan Hijau
Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

13 Terwujudnya Kawasan Kawasan Tanpa Persen 100
Tanpa Rokok/vape Rokok/Vape adalah

area atau ruang yang
dinyatakan dilarang

Untuk aktivitas
merokok atau
mempromosikan
_ - produk tembakau
14 Meningkatnya Kepuasan IKM perangkat Persen 100
Masyarakat daerah (Aplikasi
Survey Kukar)
15 Meningkatnya Kualitas  Indeks Kualitas Persen 100
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
16 Meningkatnya  Kinerja Capaian Indikator Persen 100
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat
Daerah




PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN 2024
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO

ANGGARAN (Rp) KETERANGAN

PROGRAM / KEGIATAN (APBD/APBN)

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Dilimpahkan Rp. 1.007.403.000
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait
dengan Nonperizinan

Pelaksanaqn Urusan Pemen.nFahan Rp. 1.007.403.000 APBD
yang terkait dengan Nonperizinan

JUMLAH Rp. 1.007.403.000

Pihak Kedua
Camat Kota Bangun Darat,

Pembina Penata T§ I
. 197502011998031004 NIP. 197105072007011039




